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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 A. Paparan Data  

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri. Kota Kediri merupakan 

sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km 

sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa 

Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri 

memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan 

Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur 

dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer. Luas wilayah Kota Kediri adalah 

63,40 km² atau (6.340 ha) dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. 

Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di 

kaki gunung berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Kota 

berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak ±130 km dari Surabaya, ibu kota 

provinsi Jawa Timur terletak antara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°3' BT. 

Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di 

atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40% Struktur wilayah Kota 

Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan 

barat sungai.  
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Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi 

Kecamatan Kediri dan Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak 

pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojoroto yang mana di bagian barat 

sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng 

Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m). Seluruh wilayah 

kota Kediri berbatasan dengan Kabupaten Kediri, dengan batas wilayah sebagai 

berikut
1
: 

- Sebelah Utara: Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Banyakan, 

Kabupaten Kediri. 

- Sebelah Selatan: Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih, dan 

Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. 

-  Sebelah Timur: Kecamatan Ngasem, Kecamatan Wates dan Kecamatan 

Gurah, Kabupaten Kediri. 

-  Sebelah Barat: Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen, Kabupaten 

Kediri.
2
 

Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, 

jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa. 

Kepadatan penduduk Kota Kediri adalah sebesar 4.926 jiwa per km². Suku bangsa 

mayoritas penduduk Kota Kediri adalah suku Jawa, diikuti dengan Tionghoa, 

Batak, Manado, Ambon, Madura, Sunda, Arab, dan berbagai perantau di luar 

                                                           
1
 Penataan Ruang Kota, Data Statistik Wilayah Kota Kediri, (Kediri: Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian, 2015), hal. 13 
2
 Ibid., 
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suku Jawa lainnya yang tinggal dan menetap di kota ini. Agama Berdasarkan 

Sensus Penduduk Kota Kediri pada tahun 2010, mayoritas penduduk beragama 

Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan 

aliran kepercayaan lainnya. Banyak tempat ibadah seperti Masjid, Klenteng, Pura, 

Gereja dan lainnya telah berdiri ratusan tahun seperti bangunan Gereja GPIB 

Kediri peninggalan masa kolonial Belanda dan Klenteng Tjio Hwie Kiong. 

Toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kediri terjalin dengan baik.
3
 

Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai 

aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga 

olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan 

modern sudah beroperasi di kota ini. Industri rokok Gudang Garam yang berada 

di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang 

sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Di bidang 

pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang 

Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan 

Taman Sekartaji. Di area sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan 

terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, cafe, resort, 

hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi 

sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

                                                           
3
 Data statistik wilayah kota Kediri dalam https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 

diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 23.01 WIB 

https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/
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Tabel 4.1 

Data Pedagang Kaki Lima Di Kota Kediri 

Wilayah Kec. Kota Kediri 

Kecamatan Kota 

No Nama Kelurahan Jumlah Alamat 

Pkl Kota 

Jumlah Alamat 

Pkl Luar Kota 

Total 

1 Balowerti 51 22 73 

2 Banjaran 79 10 89 

3 Dandangan 78 17 95 

4 Jagalan 64 12 78 

5 Kaliombo 33 4 37 

6 Kampung Dalem 144 37 203 

7 Kemasan 82 20 102 

8 Manisrenggo 17 0 17 

9 Ngadirejo 63 70 133 

10 Ngronggo 33 5 38 

11 Pakelan 22 3 25 

12 Pocanan 0 0 0 

13 Rejomulyo 0 0 0 

14 Ringin Anom 8 0 8 

15 Semampir 15 2 17 
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16 Setono Gedong 15 1 16 

17 Setono Pande 19 15 34 

 Jumlah 747 218 965 

 

Dari paparan data di atas maka penelitian ini dilakukan di beberapa 

lokasi yang berada di area Kota Kediri dimana merupakan tempat yang kurang 

kondusif seperti 

1.  Jalan Hos Cokroaminoto yang termasuk wilayah Kaliombo dimana jalan ini 

terdapat sejumlah 37 PKL serta banyak kegiatan masyarakat meliputi 

ramainya aktivitas jual beli di pasar pahing, persimpangan lalu lintas 

pengendara, parkir mobil, kegiatan jual beli PKL, serta penyebrangan 

karyawan toko untuk memindah barang. Tidak hanya itu saja disebabkan 

karena banyaknya perempatan jalan juga menjadi faktor penyebab tidak 

kondusif dimana banyak orang menyebrang dari perempatan tersebut 

sehingga tak jarang menimbulkan macet. 

2.  Jalan Hayam Wuruk masuk wilayah Dandangan dimana terdapat sejumlah 95 

PKL yang berdagang di pinggir jalan tanpa menaati peraturan jam dagang dari 

peraturan wali kota sehingga terdapat kemacetan. Jalan Hayam Wuruk juga 

merupakan jalan yang sangat strategis untuk lalu lintas di pusat kota, dimana 

daerah ini berdekatan dengan mall, toko dan juga kantor instansi sehingga 

dirasa akan menguntungkan bagi pihak PKL untuk menjajakan daganganya 
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disana. Namun hal demikian malah tampak menimbulkan akibat diantaranya 

adalah merusak keindahan kota serta mengurangi hak pengguna jalan, karena 

PKL disini telah berjualan dibawah trotoar dan untuk pembeli diberi tempat 

yakni tepat diatas trotoar. Adapun penelitian ini berfokus pada penataan PKL 

di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Walikota No 37 Tahun 2015 dan 

Hukum Islam (Studi kasus PKL di Kota Kediri). 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 

beberapa narasumber diantaranya:  

a. Ketua Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama (KCPNU) : Ketua Cabang Pengurus 

Nahdlatul Ulama merupakan orang pertama yang penulis teliti. Karena 

KCPNU berfungsi sebagai pemberi pembuka jalan dengan responden. Selain 

itu KCPNU juga dapat memberikan rekomendasi dan informasi serta pendapat 

mengenai penataan PKL dikawasan Kota Kediri. PCNU Kota Kediri diketuai 

oleh KH Abu Bakar Abdul Jalil atau sering disapa Gus Ab periode 2016-2021 

terpilih secara aklamasi, pasca mundurnya dua calon lain yakni Ahmad 

Subakir dan KH Reza Ahmad Zahid. Beliau lahir pada 12 Maret 1977 di Kota 

Kediri berumur 42 tahun bertempat tinggal di Bandar Lor Mojoroto Kota 

Kediri lebih tepatnya berada diarea pondok Salafiah. 

b. Kasi Bina Sarana Distribusi Perdagangan: Kasi Bina Sarana Distribusi 

Perdagangan. Kasi ini mampu menjelaskan mengenai bagaimana implementasi 

peraturan walikota, dapat memberikan informasi serta pendapat mengenai 
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penataan PKL dikawasan Kota Kediri. Kasubag Pedagang Kaki Lima yakni 

Ibu Shanty Wijayanthi yang bertempat tinggal di Jalan Tosaren II/68 Kediri. 

Beliau lahir di Kediri pada 16 Februari 1978 Beliau bertugas selama 3 tahun 

yang telah memberikan keterangan terhadap penataan Pedagang Kaki Lima di 

Kota Kediri. 

c. Pedagang Kaki Lima (PKL): PKL adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan/ 

melaksanakan peraturan yang berlaku, sehingga peneliti dapat menganalisis 

apa saja faktor yang menjadi problematika penataan PKL di Kota Kediri. 

Peneliti mengambil beberapa responden pedagang kaki lima mewakili suara 

pedagang yang berdagang didaerah masing-masing, peneliti mendapatkan 

responden sebanyak 25 PKL di dua wilayah yakni 11 PKL di Jalan Hayam 

Wuruk dan 14 PKL di Jalan Hos cokroaminoto 

 2.   Penataan PKL di Kota Kediri 

Hasil dari penelitian yang selama ini dilakukan oleh peneliti mengenai 

PKL di Kota Kediri ialah sebagai berikut. PKL merupakan pihak yang 

menjalankan peraturan walikota. Defisini penelitian kualitatif lebih sedikit 

bersandar pada sumber-sumber informasi, akan tetapi itu menyatakan ide-ide 

yang serupa yaitu penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan akan 

pemahaman yang didasarkan pada tradisi-tradisi metodologis penyelidikan yang 

berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun 

sebuah gambaran kompleks yang menyeluruh, menganalisa kata-kata, 
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melaporkan pandangan-pandangan mendetail para informan, dan mengadakan 

penelitian dalam keadaan yang alami.
4
  

Sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta 

dorong dan kios-kios kecil. Latar belakang seseorang menjadi PKL karena 

beberapa alasan, antara lain: 

1. Terpaksa, hal tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena 

tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat 

yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal 

pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal. 

2. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan atau 

mengemis, merampok atau berbuat kriminal lain. 

3.  Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung 

pada orang tua. 

4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar 

pekerjaan sambilan. 

5.  Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan. 

Dari beberapa wawancara yang didapat peneliti yang mempengaruhi 

penataan PKL di Kota Kediri ternyata banyaknya PKL yang tidak menaati 

peraturan pemerintah seperti contoh beberapa PKL yang melewati batas jarak 

                                                           
4
Abdul Manab. “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif”. (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015). hal. 27. 
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berdagang dengan trotoar yang menjadikan kemacetan serta kurangnya ketegasan 

pemerintah ataupun satpol pp dalam menertibkan PKL yang ada sehingga 

menjadikan suasana yang tidak kondusif tidak hanya itu PKL juga tidak sedikit 

yang melanggar dalam ketentuan jam operasional berdagang.  

Beberapa pernyataan dari hasil wawancara peneliti mengenai penataan 

PKL di Kota Kediri meliputi Bang Ujang usia 41 tahun tempat tinggal asli di 

Garut Jawa Barat yang merupakan pedagang pempek di Jalan Hos Cokroaminoto 

mengatakan: 

Saya berdagang disini sudah lama mbak mulai tahun 2007, mulai 

berjualan jam 10 pagi hingga 7 malam. Disini untuk biaya sewa gratis 

mbak hanya saja saya cuma ditarik karcis saja mbak satu bulan Rp 

10.000 mungkin itu adalah uang kebersihan mbak, semisal direlokasi ke 

satu tempat saya tidak mau mbak karena tempat yang dicarikan 

pemerintah belum tentu bisa ramai dan dikunjungi banyak orang, 

berdagang disini nyaman mbak tidak ada razia masukan untuk 

pemerintah kalau bisa jangan dibiarkan PKL yang sifat tempatnya 

permanen.
5
 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Mbak Atika usia 34 tahun beralamat 

di Pandean Kota Kediri pedagang molen/onde-onde di Jalan Hos Cokroaminoto. 

Saya berjualan molen onde-onde sudah lumayan lama mbak sejak 2002 

sudah ada disini saya, mulai berjualan jam 5 sore hingga 9 malam, setiap 

seminggu sekali saya di tarik karcis mbak senilai Rp 4000 biasanya sih 

itu uang untuk kebersihan, masukan saja untuk pemerintah supaya sering 

melakukan survey karena ada PKL yang melewati batas ketentuan antara 

gerobak dengan trotoar juga mengenai pemilihan jenis yang dijual juga 

harus diperhatikan contohnya disebelah saya ini jualan sate tahu mbak, 

bisa dibayangkan banyak asap sehingga pengendara motor pun kadang 

juga tertutupi jalanya karena asap tersebut, semisal direlokasi kesatu 

tempat saya tidak mau mbak, soalnya pemerintah pasti dapat tempat yang 

                                                           
5
 Hasil wawancara kepada Bang Ujang, (pedagang pempek), pada tanggal 6 Maret 2019 
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pinggiran maksudnya perbatasan jadi jarang dikunjungi masyarakat mbak 

dan pembeli pasti sedikit.
6
 

 

Pada umunya semua tergantung dari pemerintah dalam menegakkan 

aturanya, dimana PKL hanya berfikir untuk mencari uang dan seharusnya tugas 

pemerintah dalam hal ini satpol pp mampu menertibkan PKL sesuai peraturan 

pemerintah sehingga dapat terpenuhi segala hak pengguna jalan. Sebagaimana 

yang diungkap oleh Bapak Eko usia 40 tahun yang bertempat tinggal asal di 

Banyuwangi beliau merupakan pedagang roti ILO di Jalan Hos Cokroaminoto: 

Saya sudah lama mbak jualan disini lumayan sih mbak sekitar 5 tahun, 

saya jualan mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Untuk pedagang roti 

ILO ada 2 sift mbak aturan dari kantor saya sendiri jam 3 sore sampai 

jam 8 malam, dari dulu saya berdagang disini mbak karena emang disini 

strategis tempatnya. Disini setiap hari satpol pp ada mbak tapi tidak 

pernah melakukan razia mereka cuma memantau saja mbak, penjual 

disini sudah ada dokumen semua mbak ke Disperindag namun semi 

soalnya peraturan baru ini kami belum diberi kartu keterangan. Semisal 

direlokasi saya gak mau mbak karena daya beli beda mbak soale kan 

lokasi baru itu belum tentu strategis.
7
 

 

Sependapat dengan Mbak Ika penjual es degan di Jalan Hayam Wuruk 

yakni “saya nyaman mbak disini, mulai jam 12 siang hingga 9 malam pelanggan 

lumayan mbak maka itu saya tidak mau direlokasi”.
8
 

Sama halnya dengan pernyataan Mbak Anis dan Mas Herman, dimana 

mereka adalah pedagang penyetan di Jalan Hos Cokroaminoto bahwa mereka 

menolak untuk direlokasi kesatu tempat, karena mereka sudah nyaman berada di 

                                                           
6
 Hasil wawancara kepada Mbak Atika, (pedagang Molen/onde-onde), pada tanggal 8 

Maret 2019 
7
 Hasil wawancara kepada Bapak Eko, (pedagang roti ILO), pada tanggal 17 Maret 2019 

8
 Hasil wawancara kepada Mbak Ika, (pedagang es degan), pada tanggal 11 Maret 2019 



81 
 

tempat berjualanya sekarang, “Kami sudah lama mbak berdagang disini, hampir 

4 tahun dan kami selalu aman disini mbak tidak pernah dirazia sama Satpol PP, 

mulai buka jam 6 malam – 12 malam mbak”.
9
 

Penjelasan serupa dari Mas Ikhsan pedagang sempol yang menerangkan 

bahwa mereka berdagang sangat nyaman tidak ada razia dari Satpol PP, “Satu 

tahun saya berdagang sempol mbak tidak ada razia, jika direlokasi saya pilih cari 

kerja lain saja mbak, soalnya tempat baru untuk berdagang kadang gak 

menyakinkan”.
10

 

Mengenai jam operasional PKL sudah diatur dalam Perwali No 37 Tahun 

2015, namun kenyataanya ada juga yang melanggar seperti penjelasan yang 

diungkapkan oleh Mbak putri pedagang bubur ayam di Jalan Hos Cokroaminoto. 

Saya berdagang bubur ayam mbak, mulai jam 7 pagi hingga 11 siang. 

Banyak langganan saya mbak dari ibu-ibu, anak sekolah, ada juga orang 

yang hendak bekerja mampir membeli bubur ayam saya. Jika direlokasi 

kesatu tempat saya jujur tidak mau mbak karena belum tentu trafik 

konsumen di tempat baru seperti saat ini.
11

 

 

PKL lainya yang tidak menaati peraturan jam operasional berdagang juga 

dikemukakan oleh Mas Hendra pedagang bakpau di Jalan Hos Cokroaminoto. 

Saya sudah lama mbak berdagang disini mulai jam 8 pagi hingga habis 

biasanya sore jam 4 saya sudah tutup, selama 5 bulan saya berjualan 

                                                           
9
 Hasil wawancara kepada Mbak Anis dan Mas Herman, (pedagang penyetan), pada 

tanggal 10 Maret 2019 
10

 Hasil wawancara kepada Bapak Ikhsan, (pedagang sempol), pada tanggal 11 Maret 

2019 
11

 Hasil wawancara kepada Mbak Putri, (pedagang bubur ayam), pada tanggal 10 Maret 

2019 
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disini tidak ada razia satpol pp mbak. Saya sudah nyaman berdagang 

disini tidak mau direlokasi belum tentu langganan saya tau juga.
12

 

 

Senada dengan Mas Hendra, Mas Rokhim pedagang kripik singkong di 

Jalan Hos Cokroaminoto juga memiliki pendapat sama dengan mas Hendra 

yakni, “Saya mulai buka jam 12 siang sampai 9 malam mbak, sampai saat ini 

alhamdulillah berdagang disini aman mbak tidak dirazia Satpol PP”.
13

 

Pernyataan sama juga diutarakan oleh banyak PKL yang berdagang di 

Jalan Hos Cokroaminoto, Mas Andika pedagang mie ayam di Jalan Hos 

Cokroaminoto. 

Saya berdagang mie ayam mbak mulai jam 10 pagi hingga 9 malam dulu 

memang tidak diperbolehkan berdagang di pagi hari mbak namun kami 

berusaha meminta ijin ke pihak satpol pp dan akhirnya diperbolehkan 

selama ini nyaman mbak saya berdagang disini jika direlokasi kesatu 

tempat saya tidak mau mbak.
14

 

 

Pernyataan sama diungkapkan oleh Mbak Erma pedagang soto ayam 

depan dealer ahas Honda di Jalan Hos Cokroaminoto “Di sini lumayan ramai 

mbak karena siklus dua jalur dari arah kanan dan kiri, mulai buka jam 10 pagi 

hingga 9 malam kadang kalau belum jam 9 habis ya saya sudah balik mbak”.
15

 

Sangat perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan jam operasional 

berdagang kalau tidak di tertibkan akan memang menimbulkan banyak kerugian 

                                                           
12

 Hasil wawancara kepada Mas Hendra, (pedagang bakpau), pada tanggal 10 Maret 

2019 
13

 Hasil wawancara kepada Mas Rokhim, (pedagang kripik singkong), pada tanggal 10 

Maret 2019 
14

 Hasil wawancara kepada Mas Andika, (pedagang mie ayam), pada tanggal 10 Maret 

2019 
15

 Hasil wawancara kepada Erma, (pedagang soto ayam), pada tanggal 10 Maret 2019 
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seperti kemacetan, seperti yang diutarakan Mas Aji pedangan buah di Jalan 

Hayam Wuruk. 

Sudah lama mbak saya berdagang rujak buah di sini tepat di depan Kediri 

Mall/KM yang menjadikan tempat berjualan saya strategis banyak 

pembelinya, mulai buka jam 10 pagi hingga habis terkadang jam 5 sudah 

habis ya saya balik rumah mbak, jika pemerintah meminta untuk relokasi 

saya tidak mau mbak jelas nanti saya kan mencari pembeli baru dan 

pastinya pendapatan saya akan menurun.
16

 

 

Pernyataan sama diutarakan oleh Ibu Sumini pedagang gorengan di Jalan 

Hayam Wuruk tepat di depan kantor TNI, “Mulai buka jam 12 siang hingga 9 

malam mbak, di sini lumayan ramai mbak karena pusat kota. Makanya saya 

tidak mau kalau direlokasi”.
17

 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Rulianto usia 24 tahun 

pedagang ronde alamat Tosaren Kota Kediri. Di Jalan Hayam Wuruk beliau 

mengungkapkan bahwa: 

Sekarang aman mbak tidak ada razia Satpol PP, saya sudah lama 

berdagang disini sekitar 3 tahun dahulu sempet ada penertiban  namun 

sekarang sudah tidak ada mbak saya juga kurang tahu kenapa, kalau saya 

direlokasi saya tidak mau mbak nanti pelanggan saya gimana , dan disana 

pasti akan mencari pelanggan baru lagi.
18

 

 

Tidak kondusifnya dari aktifitas PKL serta pengguna jalan yang menjadi 

sorotan penelitian ini. Terdapat beberapa faktor yang memicu tidak kondusif dari 

operasional PKL antara lain kemacetan yang ditimbulkan dari aktivitas pengguna 

                                                           
16

 Hasil wawancara kepada Mas Aji, (pedagang rujak buah), pada tanggal 10 Maret 

2019 
17

 Hasil wawancara kepada Ibu Sumini, (pedagang gorengan), pada tanggal 10 Maret 

2019 
18

 Hasil wawancara kepada Bapak Rulianto, (pedagang Ronde), pada tanggal 10 Maret 

2019 



84 
 

jalan, parkir mobil, pembeli dagangan hingga dapat merusak fasilitas publik 

seperti tempat sampah, lantai jalan trotoar, pot bunga. Seperti yang diungkapkan 

oleh mbak Kosa usia 23 tahun beralamat di Betet Kota Kediri merupakan 

pedagang es cincau di Jalan Hos Cokroaminoto: 

Sudah hampir 6 bulan mbak saya disini disini ada 2 sift mbak jam 9 

sampai jam 3 sift sore jam 3 sampai jam 9, sekarang sudah aman mbak 

karena pihak satpol pp dan paguyuban sudah ada kerjasama mbak jadi 

tidak ada razia. Banyak PKL mbak yang tidak taat contohnya membuang 

sampah yang masih semrawut mbak jadi membuat pemilik toko marah, 

masukan untuk pemerintah ini mbak biasanya disini banyak orang 

pengemis yang jika tidak diberi dia marah-marah mbak. Semisal ada 

kemacetan didaerah sini itu yang nangani pihak tukang parkir mbak jadi 

satpol pp tidak ikut campur. Semisal direlokasi saya tidak mau mbak 

sudah banyak langganan yang disini.
19

 

 

Senada dengan Mbak Kosi, Ibu Rusmini pedagang nasi goreng di Jalan 

Hayam Wuruk memberikan keterangan bahwa setuju untuk direlokasi.” Saya 

mau direlokasi mbak, tapi kalau tempatnya terpencil jauh dari pusat kota saya 

mending kembali saja”.
20

 

Sependapat dengan Mbak Kosa, Pedagang batagor di Jalan Hos 

Cokroaminoto Mbak Dina juga terkadang mengeluh ada PKL lain yang tidak 

memperhatikan kebersihan yang imbasnya akan mengenai PKL lainya, “PKL 
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 Hasil wawancara kepada Mbak Kosi, (pedagang es Cincau), pada tanggal 17 Maret 

2019 
20

 Hasil wawancara kepada Ibu Rusmini, (pedagang nasi goreng), pada tanggal 11 Maret 

2019 
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disini terkadang kumuh mbak, mereka membuang sampah sembarangan 

terkadang pihak toko yang ditumpangi juga marah mbak”.
21

 

Beda pendapat dengan Bapak Muji usia 45 tahun beralamat di Mojoroto 

Kota Kediri pedagang mie ayam di Jalan Hayam Wuruk bahwa: 

Saya berjualan sudah lama mbak sekitar 5 tahun mbak, aman mbak disini 

tidak ada razia dari satpol pp saya buka jam 12 sampai jam 9 malam 

mbak. Semisal direlokasi saya manut mbak yang penting tempatnya 

ramai tidak apa yang penting lagi orang saya cari duit mbak kalau 

disudah diberi tempat ya saya manutmbak kalau tempatnya gak ramai 

mending saya balik di tempat ini lagi mbak.
22

 

 

PKL yang membuang sampah sembarangan telah peneliti wawancarai 

juga salah satunya yakni pedagang es partai dimana mereka melakukan kegiatan 

yang banyak menimbulkan sampah kulit buah. Mas Rusmana dan Mas Siswanto 

adalah pedagang es partai memberikan keterangan,” Tempat kami ramai pembeli 

mbak, jadi kita harus cepat dalam melayani. Untuk sampah sebenarnya pasti kita 

bersihkan namun ya nunggu pembeli sepi mbak.
23

minim
24

 karyawan juga 

mbak”.
25

 

Kurang tegas dalam menjalankan peraturan seperti penegasan dalam 

aturan jam berdagang, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ani usia 52 tahun yang 

bertempat tinggal di depan kios dagangan jus buah nya yakni di Jalan Hayam 

Wuruk, “Saya berdagang sudah 6 tahun mbak dulu di sini sering di survey mbak 

                                                           
21

 Hasil wawancara kepada Mbak Dina, (pedagang batagor), pada tanggal 17 Maret 

2019 
22

 Hasil wawancara kepada Bapak Muji, (pedagang Mie Ayam), pada tanggal 17 Maret 

2019 
23

 Hasil wawancara kepada Mas Rusmana, Mas Siswanto, (pedagang es partai), pada 

tanggal 11 Maret 2019 
24

 sedikit 
25

 Tambahan penjelasan hasil wawancara kepada Mas Siswanto, (pedagang es partai), 

pada tanggal 11 Maret 2019 
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sama satpol pp, namun sekarang tidak ada mbak satpol yang survey saya juga 

kurang tahu kenapa”.
26

 

Beda halnya dengan Bapak Hariyo usia 62 tahun pedagang nasi goreng 

bertempat tinggal di Kota Kediri beliau berdagang di jalan Hayam Wuruk beliau 

mengatakan bahwa: 

Saya baru mbak jualan disini mungkin masih 6 bulan, aman mbak disini 

tidak ada razia satpo pp sama sekali, masukan untuk pemerintah supaya 

ada lowongan kerja mbak, soalnya kebanyakan PKL begini kan karena 

mereka sebenarnya pengangguran. Jika direlokasi kesatu tempat saya 

mau-mau saja mbak asalkan nanti bisa ramai pembeli.
27

 

 

Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hariyo pedagang 

nasi goreng di Jalan Hayam Wuruk berikut penjelasan dari Mas Anam usia 31 

tahun bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai pedagang Roti Cakue di Jalan 

Hayam Wuruk: 

Banyaknya PKL di sini mbak sehingga membuat banyak sampah, ya 

bagimana lagi mbak kita juga kerja untuk mencari nafkah jadi juga tidak 

bisa disalahkan, kalaupun ada lowongan kerja di Kediri saya mau 

mencoba mbak, namun selama ini tidak ada mbak. Jika direlokasi saya 

mau saja mbak yang penting saja kerja tidak jadi pengangguran, selama 

ini tidak ada satpol pp yang razia mbak.
28

 

 

Senada dengan Bapak Hariyo, terdapat pedagang teh poci bernama Mbak 

Isna usia 37 tahun bertempat tinggal di Kota Kediri yang berdagang di Jalan 

Hayam Wuruk   bahwa: 

Saya berjualan disini masih baru mbak sekitar 3 bulan, masih belum 

ramai pelanggan, daerah sini tidak pernah ada razia Satpol PP mbak, jika 
                                                           

26
  Hasil wawancara kepada Ibu Ani ,(pedagang jus buah), pada tanggal 8 Maret 2019 

27
 Hasil wawancara kepada Bapak Hariyo, (pedagang nasi goreng), pada tanggal 10 

Maret 2019 
28

 Hasil wawancara kepada Bapak Hariyo, (pedagang nasi goreng), pada tanggal 4 Maret 

2019 
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direlokasi kesatu tempat saya manut saja mbak yang penting tempatnya 

enak dan banyak pembeli.
29

 

 

Pada faktanya tidak kondusifnya peristiwa ini persentase besar 

ditimbulkan oleh aktivitas PKL, tidak sedikit PKL yang melanggar peraturan 

walikota mengenai penataan PKL. Tanggapan pihak Disperindag yakni Kasi Bina 

Sarana Distribusi Perdagangan PKL yakni Ibu Shanty Wijayanthi (Shanty) 

mengenai penataan PKL di Kota Kediri mengungkapkan bahwa: 

Perwali no 37 tahun 2015 tentang Penataan PKL di Kota Kediri itu sudah 

bagus mbak, namun tergantung dari pelakunya saja. Sekarang tidak 

sedikit PKL yang melanggar aturan berdagang, Sebenarnya kami selaku 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian PKL di Kota Kediri telah 

menghimbau kepada masyarakat agar dapat daftar dahulu sebelum 

beroperasional karena sebelum mereka berdagang kami akan 

memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Namun yang namanya manusia 

kemungkinan mereka tidak mau repot mengurus maka dari itu mereka 

memilih untuk langsung berdagang tanpa seijin kami. Kemudian 

mengenai tindakan penertiban itu adalah tupoksi dari pihak Satpol PP. 

Mengenai relokasi jauh-jauh hari kita sudah merencanakan namun 

memang belum ada tempat yang cocok untuk penempatan PKL ataupun 

wisata kuliner di Kota Kediri.
30

 

 

Bu Shanty telah menytakan seperti diatas bahwa problematika ini 

merupakan kurangnya jadwal penertiban dari pihak Satpol PP, penjelasan dari 

salah satu Satpol PP  yakni Dean Jhoned Saputra menjelaskan bahwa: 

 

Penertiban PKL dilakukan menunggu surat instruksi dari atasan Satpol 

PP dibawah pemerintah Kota Kediri, jadi memang tidak terjadwal untuk 

                                                           
29

 Hasil wawancara kepada Mbak Isna, (pedagang teh poci), pada tanggal 6 Maret 2019 
30

 Hasil wawancara kepada Ibu Shanty, (Kasi dagang dan distribusi PKL Disperindag 

Kota Kediri), pada tanggal 1 Maret 2019 
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penertiban PKL.Hal ini difungsikan untuk para PKL tidak menghafali 

hari ataupun waktu diadakanya penertiban
31

. 

 

Ibu Dian selaku bagian Pemetaan dan Tata Ruang Kota menjelaskan: 

Mengatasai problematika PKL memang menjadi salah satu PR 

pemerintah kota, kami koordinasi dengan pihak Disperindag untuk 

merelokasi PKL, namun hingga saat ini kami belum menemukan tempat 

yang pas untuk berdagang PKL. Mengenai penertiban, kami telah 

memberikan surat intruksi kepada Satpol PP selaku penindak penertiban. 

Memang tidak kami jadwalkan mbak, selama tidak menggangu aktivitas 

jalan kami rasa tidak masalah karena namanya juga manusia ingin 

mencari nafkah untuk keluarganya mbak. Kami bisa memberikan 

toleransi kepada PKL
32

. 

 

Disisi lain mengenai permasalahan pembagian waktu operasional 

berdagang sudah jelas diatur dalam Perwali No 37 Tahun 2015 tentang Penataan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri, Ibu Shanty menambahkan keterangan: 

Perwali Nomor 37 Tahun 2015 tentang jadwal jualan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) sudah diberlakukan. Disperindag dibawah naungan Pemkot 

tidak akan memberikan toleransi ulang. Zona waktu tetap akan 

diberlakukan. Sementara menjadi perhatian khusus saat ini masih menata 

PKL yang berada di jalan protokol. Seperti yang terjadi di Jalan Hos 

Cokrominoto daerah Pasar Pahing, dan di Jalan Hayam Wuruk yang 

merupakan pusat kota yang rawan macet karena digunakan parkir para 

pembeli ataupun pemilik ruko serta lalu lintas yang cukup ramai. Untuk 

diketahui, beberapa waktu lalu ratusan PKL melakukan aksi unjuk rasa 

menolak Peraturan Walikota (Perwali) Kediri Nomor 37 Tahun 2015 

tentang penetapan waktu jualan. Dimana dalam Perwali itu terdapat 

aturan jam contoh para PKL hanya boleh berjualan pukul 17.00 WIB 

hingga pukul 05.00 WIB
33

.  

 

                                                           
31

 Hasil wawancara kepada Dean Jhoned Saputra, (Satpol PP Kota Kediri), pada tanggal 

1 April 2019 
32

 Hasil wawancara kepada Ibu Dian, (Kasi dagang dan distribusi PKL Disperindag 

Kota Kediri), pada tanggal 2 April 2019 
33

 Hasil wawancara kepada Ibu Shanty, (Kasi dagang dan distribusi PKL Disperindag 

Kota Kediri), pada tanggal 1 Maret 2019 
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Berdasarkan hukum islam peneliti meneliti mengenai bagaimana hukum 

jualan di trotoar terutama bagi para pedagang kaki lima bahwa 

Ada 3 hal yang perlu dibedakan, 

1.  Memiliki 

2.  Menguasai 

3.  Memanfaatkan 

Tidak semua yang kita miliki bisa kita kuasai, sebagaimana tidak semua 

yang kita kuasai dapat kita miliki. Berbeda lagi dengan memanfaatkan. Orang 

bisa memanfaatkan, meskipun dia tidak memiliki, maupun menguasai. Dia hanya 

bisa memanfaatkan. Fasilitas umum milik negara, diatur oleh pemerintah dan 

digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya. Sehingga setiap orang berhak untuk 

memanfaatkannya.
34

 Ketua Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama yakni Bapak KH. 

Abu Bakar Abdul Djalil (Gus Ap) menyimpulkan beberapa ketentuan berjualan di 

tempat umum, 

1.  Tempat itu milik umum, bukan milik pribadi 

2. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan 

memanfaatkan lahan 

3. Tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan 

permanen di tempat umum, termasuk bentuk menguasai fasilitas umum. 
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 Hasil wawancara kepada Gus Ap, (ketua pengurus NU di Kota Kediri), pada tanggal 1 

Maret 2019 
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4. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, namun barangnya 

masih di tempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya 

kembali. 

5. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat berikut membawa 

semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakannya. 

6. Orang yang meninggalkan tempat itu, tidak berhak menjual tempat yang dia 

tinggalkan kepada orang lain. 

Berdasarkan Hukum Islam mengenai penataan PKL di Kota Kediri 

berikut penjelasan dari Gus Ab selaku ketua pengurus NU di Kota Kediri 

yakni: 

Harus kita pahami setiap manusia mempunyai hak kehidupan ini , 

pihak PKL hak dalam menjual daganganya pihak pengguna jalan 

dapat mengakses jalan dengan lancar dan nyaman karena keduanya 

memiliki hak maka jangan sampai masing-masing hak yang dimiliki 

oleh latar belakang yang tidak sama itu diambil, sehingga menyikapi 

PKL dari perspektif agama islam sebaiknya memang PKL berdagang 

tidak mengganggu pengguna jalan lainya jika hal itu pun terjadi maka 

bisa disebut PKL telah mengambil hak pengguna jalan lain tetapi 

selama pengguna jalan itu masih bisa memanfaatkan contoh 

pengguna jalan harus belok atau bagaimana dalam berkendara saya 

kita tidak ada masalah. Selama unsur tersebut sudah terpenuhi saya 

kira tidak ada masalah.
35

 

 

Namun jika sampai mengambil hak orang lain dalam ajaran Islam 

tidak membernarkan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Gus Ap berikut: 

 

Cuma harus diakui untuk pedagang yang melanggar hak pengguna 

jalan aturan yang mendasar jelas tidak boleh yang juga jelas diatur 

dalam perwali, namun pengguna jalan itu kan ada akses yang lain 

kalau pun toh masi bisa ya gak masalah. Dari pihak NU hanya bisa 

                                                           
35

 Hasil wawancara kepada Gus Ap, (ketua pengurus NU di Kota Kediri), pada 

tanggal 1 Maret 2019 
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melakukan tindakan dengan cara memberi surat himbauan atau 

permohonan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan 

penertiban kepada PKL, memang butuh waktu untuk penertiban PKL 

di kota Kediri. Penataan PKL di kota Kediri bisa disebut dengan 

istilah jawa yakni rok-rok asem
36

 kecuali pemerintah dapat 

memberikan solusi dalam hal ini menata dan juga menyiapkan lahan 

untuk khusus berdagang PKL. 

 

 

 

 

 

B. Temuan Penelitian 

  Penataan PKL di kota Kediri masih tidak kondusif hal ini dipengaruhi 

oleh banyaknya PKL tidak menaati peraturan pemerintah tentang penataan 

PKL dari segi tempat dan waktu beroperasional serta mereka juga kurang 

memahami peraturan karena minimnya sosialisasi dari Disperindag. 

Sedangkan penertiban dari pihak satpol pp yang kurang intens sehingga PKL 

memiliki kesempatan untuk melanggar peraturan dalam beroperasional 

berdagang. 
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 Bahasa jawa , yang artinya dalam bahasa indonesia adalah kadang-kadang ditata 

tapi balik lagi 




